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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR : (23 /KP.01.00/SN-22/11/2023

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
DI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

Menimbang :

Mengingat :

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

a.Bahwa berdasarkan surat Kepala Keputusan Sekretariat Bawaslu Kota

Makassar Nomor: 002/KP.01.00/SN-22/01/2023 perihal Penetapan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Sekretariat Bawaslu Kota
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 yang telah
berakhir pada tanggal 28 November 2023; dan Surat Keputusan Kepala
Sekretariat Bawaslu Kota Makassar Nomor: 034/KP.01.00/SN-22/02/2023
perihal Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di
Sekretariat Bawaslu Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Anggaran 2023;

b.Bahwa Berdasarkan Surat Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia

Nomor 2217/KP.07/SJ/11/2023 Tanggal 24 November 2023 Perihal Status
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPNS) Bawaslu

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

-

b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pegawai Pemerintah
Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 Tanggal 25 Juli 2023 Perihal Status dan
Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN; !




MEMUTUSKAN :

Menetapan

PERTAMA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini sebagai Staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPS) di
Lingkup Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan

tahun anggaran 2023;
KEDUA . Staf Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkup

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mulai bekerja dan
melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan Perjanjian Kontrak yang
ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan berhak mendapatkan
honor per tanggal 29 November 2023;

KETIGA . Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
melalui DIPA Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 November 2023

An. SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU Rl
KEPALA/SEKRETARIAT BAWASLU
TAMAKASSAR
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https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Makassar




LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR
NOMOR 123 /KP.01.00/SN-22/11/2023
TANGGAL  : 29 November 2023

PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
DI LINGKUP SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MAKASSAR

NO. NAMA STATUS KEPEGAWAIAN
1 | NURQALBI, S.H. PPNPN
2 | MUH. NUR QALBI, S.S. PPNPN
3 | NURUL AIDAH, S.Pd. PPNPN
4 | KHAERUNNISA, S H. PPNPN
5 | NISRINA ATIKAH, S.H., M.H. PPNPN
6 | ASWAN, S.H. PPNPN
7 | ZULKIFLI, S.H. PPNPN
8 | ABDUL WAHIZAL, S.Kom. PPNPN
9 | REZKY UTAMI, S.IP. PPNPN
10 | RATNAWATI PARAMMASI, S.H. PPNPN
11 | DAMAYANTI, S.P.d.i PPNPN
12 | IRHAM, S.Pd. PPNPN
13 | ISNAWATI ISKANDAR, S.E. PPNPN
NIP.19700130199101 1 001

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Makassar
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